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SALINAN 
 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 
NOMOR 46 TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 
NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PEKALONGAN, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan 

Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem 

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 58 Tahun 2017 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditinjau 

kembali dan diubah untuk kelima kalinya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan 

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 

Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 

Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

33); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 

Nomor 6); 

32. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 

2011 Nomor 44) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 58 

Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem 

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 58); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS 
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 44 TAHUN 2011 
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAERAH. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan 

Nomor 44 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan Tahun 2011 Nomor 44), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 

2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 

Nomor 45), diubah untuk kelima kalinya, sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal  10 
 

(2) Dalam rangka pengadaan barang/jasa, wewenang dan 

tugas Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/ 

Jasa Pemerintah. 
 

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga secara keseluruhan 

berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal  11 
 

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam 

melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian 

kewenangannya kepada pejabat dibawahnya pada 

SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa 

pengguna barang. 

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan 

tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang 

yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi 

dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif 

lainnya. 

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD. 

(4) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna 

Anggaran melaksanakan pendelegasian sesuai dengan 

pelimpahan dari Pengguna Anggaran dengan 

kewenangan dan tugas sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 
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(5) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. 

(6) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk 

sebagai PPK, KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dapat merangkap sebagai PPK. 

(7) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) 

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 

Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang . 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan. 

 

 
Ditetapkan di Kajen 

pada tanggal 25 Oktober 2018 
 

 BUPATI PEKALONGAN, 
 

TTD 
 

                                                ASIP KHOLBIHI 
 

Diundangkan di Kajen 

pada tanggal 25 Oktober 2018 
 

    SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PEKALONGAN 
 

                 TTD 
 

  MUKAROMAH SYAKOER 

 

     BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018  

NOMOR 47 
 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan 

 

 

AGUS PRANOTO, SH., MH. 

Pembina Tingkat I  

NIP. 19670914 199703 1 005 

 

 


